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ABSTRAK 

Yuditha Sari Aritonang (1707401). Kesadaran Hukum Warga Negara (Studi 

Kasus Perkawinan Semarga Suku Batak Toba di Desa Simatupang 

Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara) 

 

Pada hakikatnya pernikahan Batak Toba bersifat patrilineal. Tujuannya ialah 

melestarikan marga suami di dalam garis keturunan. Menurut peraturan hukum 

keluarga, seorang laki-laki yang akan membawa garis keturunan dalam silsilah 

Batak Toba. Hukum eksogami sudah melekat dalam diri setiap orang Batak Toba 

hingga saat ini sehingga muncul ketakutan untuk melanggarnya. Alasan untuk 

benar-benar mematahkan ikatan eksogami adalah rasa takut akan meledaknya roh 

para leluhur. Rasa takut itu semakin meningkat oleh munculnya beberapa kasus 

yaitu pelanggaran sengaja yang dilakukan oleh beberapa pasangan terhadap 

larangan marsubang (tabu) yang berakhir buruk bagi para pelakunya. Kejadian 

yang dianggap melanggar nilai budaya suku Batak Toba adalah terjadinya 

pernikahan yang masih dalam sistem kekerabatan yang dekat. Hal ini dianggap 

sebagai pelanggaran norma adat yang berlaku di dalam masyarakat. Seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya ada banyak nilai-nilai kebaikan yang berlaku dalam 

adat istiadat Batak Toba yang kemudian dicemari dengan pernikahan semarga. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui faktor penyebab terjadinya 

perkawinan semarga pada suku Batak Toba di Kecamatan Muara Kabupaten 

Tapanuli Utara serta dampak dari terjadinya perkawinan semarga suku Batak 

Toba terhadap kesadaran hukum adat masyarakat di Kecamatan Muara Kabupaten 

Tapanuli Utara. Penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat melalui studi 

kasus perkawinan suku Batak Toba dilakukan di desa Simatupang, Kecamatan 

Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengumpulan data digunakan dengan 

metode kualitatif dimana peneliti melakukan observasi, studi dokumentasi, 

wawancara dan partisipasi untuk lebih mendalami masalah yang sedang diteliti. 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum adalah 

mengetahui cara meningkatkan kesadaran hukum adat terhadap kasus perkawinan 

semarga suku Batak Toba di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. 

 

 

Kata kunci : perkawinan, semarga, Batak Toba, Simatupang, Dalihan Na Tolu, 

kesadaran hukum 
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